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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan menganalisis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik 
(PMSE) mulai dari pengertiannya, kewajiban PPN konsumen sebelum dan sesudah aturan PPN PMSE terbit dan pajak 
yang timbul dari terbitnya aturan PPN PMSE tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif eksploratif. 
Data yang dibutuhkan adalah data primer berupa informasi dari narasumber penelitian. Pengumpulan data 
dilakukan dengan wawancara mendalam kepada beberapa narasumber. Metode analisis data dengan menggunakan 
pengkodean (coding) dan triangulasi. Narasumber penelitian ini dipilih baik dari praktisi juga akademisi. Hasil 
penelitian mengungkapkan bahwa PPN PMSE merupakan PPN yang dikenakan atas pemanfaatan Barang Kena Pajak 
Tidak Berwujud (BKPTB) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar daerah pabean yang melalui perdagangan melalui 
sistem elektronik. Kewajiban konsumen sebelum aturan PPN PMSE terbit adalah melaksanakan penyetoran dan 
pelaporan secara mandiri sedangkan setelah aturan PPN PMSE terbit konsumen hanya harus membayar PPN yang 
terutang kepada Pemungut PPN PMSE. Tidak terdapat pajak baru yang timbul dari terbitnya aturan PPN PMSE, 
melainkan hanya mekanisme baru. 
 
Kata Kunci: aset tidak berwujud; pajak digital; pajak pertambahan nilai; perdagangan melalui sistem elektronik 
 

ABSTRACT 
This study aims to analyze the Value Added Tax (VAT) on Trading Through Electronic Systems (PMSE) starting from 
its understanding, consumer VAT obligations before and after the PMSE VAT rules are issued and taxes arising from 
the issuance of the PMSE VAT rules. This type of research is an exploratory qualitative research. The data needed is 
primary data in the form of information from research sources. Data collection was carried out by in-depth interviews 
with several sources. Data analysis method using coding and triangulation. The sources of this research were selected 
from both practitioners and academics. The results of the study revealed that PMSE VAT is a VAT imposed on the use 
of Intangible Taxable Goods (BKPTB) and/or Taxable Services (JKP) from outside the customs area through trade 
through the electronic system. The consumer's obligation before the PMSE VAT rules are issued is to make deposits 
and reports independently, while after the PMSE VAT rules are issued consumers only have to pay the VAT owed to 
the PMSE VAT Collector. There are no new taxes arising from the issuance of the PMSE VAT regulation, but only a 
new mechanism. 
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PENDAHULUAN 
Pendirian Internet Service Provider komersial pertama, yaitu IndoInternet atau IndoNet pada tahun 1994 
menandai dimulainya era internet di Indonesia (Purbo, 2015). Sejak saat itu, internet berkembang pesat 
di Indonesia. Pada tahun 2019, jumlah penduduk Indonesia yang mengakses internet adalah 143,26 juta 
orang atau 53% dari perkiraan populasi negara Indonesia yang mencapai 269,54 juta orang. Angka 
tersebut setara dengan 6,5% pengguna internet di Asia, menjadikan Indonesia negara dengan pengakses 
internet terbesar ketiga di Asia (Kusnandar, 2019). 

Penggunaan internet membawa pengaruh positif dalam berbagai hal antara lain perekonomian 
yang kian maju, pengetahuan yang meningkat dan aksesibilitas yang menjadi lebih luas. Hal tersebut 
terlihat dari perubahan berbagai kegiatan dari yang dilakukan secara manual menjadi bentuk elektronik. 
Salah satu bidang yang mengalami perubahan adalah perdagangan yang berubah menjadi perdagangan 
secara elektronik atau e-commerce (Latumahina, 2015). Dalam bisnis, internet digunakan untuk banyak 
hal, mulai dari pemasaran, penjualan hingga pelayanan pelanggan. Internet membuat perdagangan dapat 
dilakukan di mana saja dan menembus batas-batas yang terdapat dalam bisnis konvensional (Irmawati, 
2011). 

Perdagangan melalui sistem elektronik mengalami perkembangan pesat di Indonesia. Pada tahun 
2019, nilai transaksi perdagangan elektronik mencapai nilai Rp205,5 triliun. Nilai tersebut meningkat 
drastis dibandingkan tahun sebelumnya yaitu Rp42,2 triliun pada tahun 2017 dan Rp105,6 triliun pada 
tahun 2018 (Pink, 2020). Fleksibilitas merupakan salah satu alasan perdagangan secara elektronik 
digemari banyak orang. Penjual tidak harus menjaga toko untuk menunggu pembeli, tapi dengan 
menggunakan internet sudah bisa menjual barangnya ke semua tempat. Pembeli juga tidak harus susah 
payah keluar dari rumah untuk membeli barang yang diinginkan. Barang yang dibeli melalui internet dapat 
diantarkan hingga sampai ke tempat tinggal pembeli (Purnastuti, 2004). 

Selain berdampak positif, jumlah pengguna internet yang meningkat berbanding lurus dengan 
perdagangan elektronik juga menyebabkan masalah di bidang keuangan. Salah satu masalah tersebut 
adalah mengenai pajak atas perdagangan elektronik (Utomo, 2013). Namun, karena kurangnya peraturan 
pelaksanaan yang mengatur mengenai perdagangan elektronik menimbulkan kekosongan norma dalam 
peraturan perpajakan di Indonesia. Hal tersebut menyebabkan potensi pajak tidak dapat dimanfaatkan 
secara efektif (Valentino & Wairocana, 2019). 

Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui 
Sistem Elektronik. Ketentuan tersebut diterbitkan untuk memberikan perlakuan yang sama antara 
perdagangan melalui sistem elektronik dengan perdagangan konvensional. Selain itu, aturan tersebut juga 
bertujuan untuk mempermudah pelaku usaha melalui sistem elektronik untuk melaksanakan kewajiban 
perpajakannya dengan model transaksi yang digunakan. Ketentuan tersebut berlaku pada 1 April 2019. 
Namun diterbitkannya aturan tersebut membuat banyak pelaku e-commerce merasa keberatan. Hal 
tersebut terjadi karena terdapat kesimpangsiuran informasi di kalangan pelaku e-commerce. Mereka 
menganggap aturan tersebut menimbulkan jenis pajak baru, yaitu pajak e-commerce. Kesimpangsiuran 
tersebut membuat Kementerian Keuangan mencabut aturan tersebut sebelum ketentuan tersebut 
diberlakukan. Alasannya karena akan melakukan kajian dan sosialisasi terlebih dahulu sebelum ketentuan 
mengenai e-commerce dilaksanakan (Aji, 2019). 

Kemudian pada tahun 2020, Indonesia membentuk payung hukum untuk melakukan pemajakan 
atas transaksi perdagangan elektronik melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan 
Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian 
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang selanjutnya disebut Perpu Nomor 1 Tahun 2020 



 

JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)  Vol. 7 No. 2, Des 2021, Hal. 125–144 

https://journal.unpak.ac.id/index.php/jiafe P-ISSN: 2502-3020, E-ISSN: 2502-4159 

 

127 

(Sekretariat Negara Indonesia, 2020). Ketentuan pajak dalam aturan tersebut salah satunya mengenai 
PPN. Berdasarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2020, Menteri Keuangan dapat menunjuk pedagang luar negeri, 
penyedia jasa luar negeri, Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) luar negeri, 
dan/atau Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dalam negeri untuk melakukan 
pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN atas pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP dari luar daerah 
pabean di dalam daerah pabean. Cara penyetoran PPN atas transaksi perdagangan elektronik dilakukan 
dengan pemungutan oleh pihak yang ditunjuk tersebut (Sekretariat Negara Indonesia, 2020). Aturan 
turunan mengenai PPN PMSE tersebut telah terbit yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta 
Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa 
Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem 
Elektronik (Sekretariat Kementerian Keuangan, 2020). 

Sebelumnya, pengenaan PPN PMSE dilakukan dengan cara penyetoran sendiri sesuai dengan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, 
Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud 
dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean (Sekretariat Kementerian Keuangan, 2010). Terbitnya 
aturan baru mengenai PPN PMSE dan turunannya tersebut kembali membuat masyarakat gaduh. Banyak 
dari masyarakat yang menganggap bahwa aturan tersebut menciptakan jenis pajak baru yang akan 
menambah beban hidup mereka. 

Berdasarkan penelusuran, penulis mendapati berbagai penelitian terkait PMSE, seperti kajian 
yuridisnya (Agustiawan, 2020; Anggara, 2019; Azizah, 2021; Erliyandi, 2021; A. D. Firmansyah, 2015; Gani, 
2018; Gloria & Neltje, 2020; Hanapi, 2019; Istanti, 2021; Luthfan, 2020; Marthavira & Sukihana, 2018; 
Mayasari & Rudy, 2021; Moha dkk., 2020; Paryadi, 2018; Perdana, 2010; Permatasari, 2019; Putra, 2014; 
Rachmasariningrum, 2020; Ratana, 2015; Rongiyati, 2019; Safiranita, 2017; C. Sianturi, 2020; L. P. Sianturi, 
2015; Simbolon dkk., 2021; Sinaga & Ferdian, 2020; Tarina, 2020; Triwahyuni, 2016; Wahyuningsih, 2021; 
Wilson, 2019; Yuhanda dkk., 2021), sistem informasinya (A. Firmansyah, 2018; Irawan dkk., 2017; 
Kustyarini, 2013; Nugroho, 2016; Setiawan, 2015; Setyawan dkk., 2020), pajak penghasilan (Aprilia dkk., 
2014; Arianto, 2017; Astuti, 2015; Cahyadini & Oka Margana, 2018; Cicierdis, 2016; Crystina, 2020; Dewi, 
2019; Faiqoh, 2019; Koynja dkk., 2020; Makalalag, 2016; Nurmecca, 2020; Rahayu, 2019; Rahmatullah, 
2016; Ratnasari dkk., 2020; Rosalinawati & Syaiful, 2018; Sandi, 2020; Sifany, 2020; Sukarno dkk., 2019; 
Tampubolon, 2020; S. Wijaya & Utamawati, 2018), dan kebijakan pemerintah (Ridayati dkk., 2020; Silalahi 
& Ginting, 2020; Sudrajat, 2020). 

Telah banyak penelitian yang membahas PPN atas perdagangan melalui sistem elektronik. Utomo 
(2017) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa tantangan pengawasan PPN atas konten digital yang 
banyak berasal dari luar negeri tergantung pada metode pembayaran yang digunakan yaitu kartu kredit, 
gift card atau penagihan oleh operator seluler. Tiap metode pembayaran memberikan tantangan dengan 
kesulitan yang berbeda. Kemudian Siswanto (2019) dalam penelitiannya lebih membahas pemungutan 
PPN berdasarkan transaksi elektronik, yang tentunya berbeda dengan yang dilakukan peneliti terkait 
pemungutan PPN PMSE yang merupakan pemanfaatan BKPTB/JKP dari luar daerah pabean yang 
dimanfaatkan di daerah pabean. 

Miftahudin & Irawan (2020) mengungkapkan bahwa terdapat tiga alternatif cara pengenaan PPN 
atas pemanfaatan konten dan jasa digital yang berasal dari luar negeri. Alternatif metode tersebut yaitu 
supplier collection, intermediary collection, dan customs collection. Metode supplier collection 
mengharuskan penjual barang/jasa luar negeri yang ditunjuk untuk melakukan pemungutan PPN dan 
menyetorkannya ke negara tempat konsumen berada. Metode kedua yaitu metode intermediary 
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collection, mengharuskan pihak ketiga yang terlibat dalam rantai distribusi melakukan pemungutan PPN. 
Terakhir metode customs collection, dilakukan dengan pemungutan oleh Bea dan Cukai. 

Budiarto & Cahyono (2020) meneliti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/ PMK.010/2018 
tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Dalam ketentuan 
terbaru pemilik platform wajib menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) meski termasuk pengusaha kecil. Hal 
itu sebenarnya tidak sesuai dengan ketentuan di Undang-Undang PPN, meski dapat dipahami kewajiban 
ini dimaksudkan untuk memastikan potret potensi pajak terlaksana dengan lebih baik. Pemerintah sudah 
menyadari bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan transformasi 
model dan strategi bisnis yang baru sehingga perlu ditegaskan aspek perpajakannya. Selain masalah 
tersebut, realitas di lapangan menunjukan bahwa PKP e-commerce kebanyakan masih menerbitkan faktur 
pajak jenis faktur pajak pedagang eceran. Hal ini perlu diinformasikan agar penerbitan faktur sesuai 
ketentuan yang berlaku. Ketentuan ini sudah dicabut sebelum diberlakukan. Perbedaan penelitian yang 
dilakukan penulis adalah menggunakan dasar hukum yang berbeda dengan yang digunakan Budiarto & 
Cahyono (2020). Penelitian yang menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/ PMK.010/2018 
juga dilakukan oleh peneliti yang lain (Faisol & Rofiqi, 2020; Fitriandi, 2020; Ridho, 2021; Safira, 2020; 
Santoso, 2019; Sari, 2018; Yoganingsih & Husadha, 2021; Yuandrea, 2020). Sedangkan penelitian ini 
menggunakan dasar hukum Perpu Nomor 1 Tahun 2020.  

Wijaya dkk. (2020) dalam penelitiannya membahas mengenai potensi dan pengawasan atas 
pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean atas konten digital Steam pada dua kondisi, yaitu 
apabila Steam belum mempunyai BUT di Indonesia dan apabila sudah mempunyai BUT di Indonesia. 
Ketika belum mempunyai BUT di Indonesia, maka PPN merupakan kewajiban konsumen di Indonesia dan 
hal ini sangat susah untuk dilakukan pengawasan oleh petugas pajak atas rendahnya kepatuhan 
konsumen untuk menyetorkan PPN atas pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean tersebut. 
Kemudian ketika Steam sudah mempunyai BUT di Indonesia, maka Steam akan menjadi PKP, sehingga 
Steam akan memungut PPN atas transaksi penyerahan di Indonesia. Penelitian ini berbeda dengan yang 
penulis lakukan, yaitu penulis menggunakan skema pemungutan PPN PMSE. Namun sampai saat ini, 
Steam belum ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE dan belum juga mempunyai BUT di Indonesia. 

Penelitian Widianto & Puspita (2020) bahkan melakukan evaluasi atas pengenaan PPN perdagangan 
melalui sistem elektronik. Menurutnya, terdapat tiga kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah 
sehubungan dengan PPN PMSE. Pertama, dengan tidak melakukan pemungutan PPN PMSE. Kedua, 
dengan melakukan pemungutan PPN PMSE berdasarkan aturan yang ada saat ini yaitu PMK Nomor 
48/PMK.03/2020. Ketiga, dengan melakukan pemungutan PPN PMSE dengan penambahan ketentuan 
baru. Penambahan aturan baru tersebut yaitu memasukkan BKP berwujud dan pedagang dan penyedia 
jasa dalam negeri dalam lingkup aturan PPN PMSE. Berdasarkan analisis biaya manfaat, alternatif ketiga 
merupakan alternatif yang paling menguntungkan bagi penjual dan negara.  

Sangat jarang literatur penelitian yang menjelaskan PPN PMSE dari sudut pandang penerima barang 
dan jasa atau konsumen.  Belum banyak yang menjelaskan dampak terbitnya aturan PPN PMSE tersebut 
terhadap kewajiban konsumen. Penelitian ini meninjau aspek Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi 
perdagangan melalui sistem elektronik dengan menitikberatkan dari sudut pandang konsumen. Penelitian 
akan membandingkan aspek pajak terhadap perdagangan melalui sistem elektronik sebelum dan sesudah 
terbitnya aturan mengenai PPN PMSE yaitu Perpu Nomor 1 Tahun 2020 yang sudah disahkan dengan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah meneliti pengertian PPN 
PMSE, memahami kewajiban PPN konsumen atas pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP dari luar daerah 
pabean sebelum dan sesudah aturan PPN PMSE terbit serta mengidentifikasi perbedaannya dan 
memahami apakah terbitnya aturan PPN PMSE menciptakan jenis pajak baru atau tidak. 
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KAJIAN LITERATUR 
Pajak Secara Umum 
Pengertian pajak telah disampaikan oleh banyak ahli dengan memberikan pengertian yang beragam. 
Dharma, (2016) mendefinisikan pajak sebagai iuran dari rakyat kepada negara yang berdasarkan undang-
undang tanpa mendapatkan timbal balik dan pelaksanaannya dapat dipaksakan. Kemudian, definisi lain 
disampaikan oleh Rachman & Ngadiman (2020) yang mendefinisikan pajak sebagai kewajiban yang 
dipaksakan sepihak dan terutang pada pengusaha tanpa mendapatkan timbal balik langsung yang 
digunakan untuk membiayai keperluan pemerintah. Salah satu ciri pajak adalah iuran wajib yang bersifat 
memaksa. Pajak merupakan beban bagi masyarakat (Saputra, 2020). Oleh karena itu, pada sebuah 
perusahaan pajak biasanya dinamai beban pajak. 

Pungutan pajak memiliki beberapa fungsi. Menurut Daud dkk. (2018), pajak memiliki dua fungsi 
yaitu budgeter (sumber keuangan) dan regulerend (mengatur). Pajak dikatakan memiliki fungsi budgeter 
lantaran pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai 
pengeluaran negara. Saat ini, pajak merupakan unsur penerimaan negara yang jumlahnya sangat 
signifikan (Tiraada, 2013). Pada tahun 2019 saja realisasi pajak adalah 79% dari total penerimaan negara 
(Kementerian Keuangan, 2020a). Kemudian fungsi kedua yaitu regulerend, berarti pajak merupakan unsur 
yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan 
ekonomi maupun tujuan di bidang yang lain. Fungsi regulerend pajak tercermin misalnya dalam PPnBM 
yang berfungsi untuk membatasi konsumsi barang mewah. Tunas (2013) mengungkapkan bahwa terdapat 
beberapa syarat dalam melakukan pemungutan pajak yaitu harus dilaksanakan dengan adil, berdasarkan 
undang-undang, tidak menyebabkan distorsi ekonomi, administrasi efisien, dan sistem pemungutan 
sederhana. 

 
Pajak Pertambahan Nilai 
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan jenis pajak konsumsi. PPN digunakan untuk menggantikan 
pajak penjualan Posumah (2013). Pajak penjualan memiliki kelemahan yaitu menimbulkan pajak 
berganda, sehingga digantikan dengan PPN. PPN diperkenalkan pertama kali oleh Carl Friedrich von 
Siemens, seorang warga negara Jerman, tahun 1919 (Pohan, 2016). Penggunaannya pertama kali baru 
dilakukan pada tahun 1954 oleh negara Prancis, sedangkan Jerman sendiri mulai menggunakannya tahun 
1968. Indonesia baru memberlakukan PPN pada tahun 1984 ketika reformasi perpajakan dimulai. 

Menurut Bala dkk. (2018), PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi yang dilakukan di 
dalam negeri baik barang maupun jasa. PPN di Indonesia menurut Mandey (2013) memiliki ciri pajak tidak 
langsung, pajak objektif, bersifat multistage, dihitung dengan metode indirect subtraction, pajak atas 
konsumsi dalam negeri, bersifat netral, dan tidak menimbulkan pajak berganda. 

 
Aset Tidak Berwujud 
Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 19 tentang Aset Tidak Berwujud, aset 
tidak berwujud merupakan aset nonkeuangan yang dapat dikenali tanpa wujud fisik. Aset ini dapat 
digunakan untuk memproduksi barang dan jasa, disewakan atau untuk tujuan lain. 

Menurut Trisnajuna & Sisdyani (2015) terdapat dua karakteristik yang dimiliki aset tidak berwujud 
yaitu eksistensi fisik yang kurang dan bukan instrumen keuangan. Aset tidak berwujud merupakan aset 
yang tidak memiliki wujud layaknya barang berwujud tetapi memiliki manfaat tertentu sehingga memiliki 
nilai ekonomis. Aset berwujud dapat dilihat, disentuh dan dapat rusak atau hancur. Sifat-sifat tersebut 
tidak dimiliki aset tidak berwujud. Selain tidak memiliki eksistensi fisik, aset tak berwujud juga bukan 
merupakan instrumen keuangan. Aset seperti tabungan berjangka, piutang, debt investment dan share 
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investment tidak dikategorikan sebagai aset tidak berwujud meskipun tidak memiliki wujud fisik. Aset-
aset tersebut dikategorikan sebagai instrumen keuangan. Nilai instrumen keuangan berasal dari hak untuk 
menerima kas atau setara kas di masa depan. 

Dilihat dari usianya, aset tidak berwujud ada yang berusia panjang dan ada juga yang berusia 
pendek. Aset tidak berwujud yang berusia panjang dikenal dengan sebutan aset tetap tidak berwujud. 
Aset tidak berwujud beberapa merupakan hak yang dilindungi undang-undang. Bentuk aset tak berwujud 
antara lain paten, hak cipta, merek dagang, franchise, leasehold, kekayaan intelektual, software komputer 
dan lisensi. Saat ini, ketika terjadi perkembangan teknologi yang sangat masif, jenis aset tidak berwujud 
sangat tidak terbatas. Aset tidak berwujud merupakan jenis barang yang juga penyerahannya terutang 
PPN karena tidak terdapat dalam negative list Undang-Undang PPN 1984. Oleh karena itu aset tidak 
berwujud di pajak dikenal dengan nama Barang Kena Pajak Tidak Berwujud (BKPTB). 
 
METODE PENELITIAN 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif eksploratif yang berusaha masalah sosial atau manusia 
berdasarkan gambaran menyeluruh yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan responden 
secara rinci dan disusun dalam sebuah latar ilmiah secara mendalam. Dengan demikian penelitian ini 
berusaha untuk memberikan analisis mendalam terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Perdagangan 
Melalui Sistem Elektronik (PMSE) mulai dari pengertiannya, kewajiban PPN konsumen sebelum dan 
sesudah aturan PPN PMSE terbit dan pajak yang timbul dari terbitnya aturan PPN PMSE tersebut. Data 
yang dibutuhkan adalah data primer berupa informasi dari narasumber penelitian. Pengumpulan data 
dilakukan dengan  wawancara mendalam kepada beberapa narasumber. Selain itu, data sekunder berasal 
dari jurnal, buku, peraturan dan artikel yang dipelajari baik cetak maupun elektronik. Metode analisis data 
dengan menggunakan pengkodean (coding) dan triangulasi yang digunakan untuk membandingkan hasil 
wawancara (data primer) dari beberapa narasumber dengan ketentuan peraturan perpajakan, buku, dan 
artikel. Narasumber penelitian ini dipilih baik dari praktisi juga akademisi. Berikut daftar narasumber 
penelitian ini. 

 
Tabel 1. Daftar Narasumber 

No. Nama Kode Keterangan 

1 Rd. Tatan Tresnajaya NR1 Dosen Politeknik Keuangan Negara STAN 
2 Purwanto NR2 Dosen Politeknik Keuangan Negara STAN 
3 Mohammad Djufri NR3 Widyaiswara Pudiklat Pajak 
4 Hariawan Prasetyo NR4 Pemeriksa Pajak Kantor Wilayah DJP Riau 
5 Fiona Simorangkir NR5 Pegawai Direktorat Peraturan Perpajakan 1 KP DJP 
6 Natasya Chotijah Wulandari NR6 Pegawai KPP Pratama Garut 
7 Rd. Tatan Tresnajaya NR1 Dosen Politeknik Keuangan Negara STAN 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Gambaran PPN PMSE 
Sebelum membahas lebih jauh mengenai kewajiban PPN PMSE, perlu diketahui terlebih dahulu 
pengertian dari PPN PMSE secara jelas. PPN PMSE terdiri dari dua suku kata yaitu PPN atau pajak 
pertambahan nilai dan PMSE atau perdagangan melalui sistem elektronik. PPN sendiri merupakan salah 
satu jenis pajak yang dikenakan di Indonesia. Menurut Bala dkk. (2018), PPN merupakan jenis pajak yang 
dikenakan terhadap konsumsi yang dilakukan oleh penduduk Indonesia yang terjadi di dalam wilayah 
hukum Negara Republik Indonesia. PPN memiliki beberapa karakteristik penting yang membedakannya 
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dengan jenis pajak yang lain. Salah satu karakteristik yang penting dari PPN adalah hanya dikenakan atas 
konsumsi dalam negeri. 

PPN dikenakan atas konsumsi baik barang maupun jasa yang dikonsumsi di dalam negeri. 
Karakteristik ini penting karena PPN menganut prinsip destination principle. Suatu negara hanya berhak 
memajaki konsumsi yang hanya dilakukan di dalam negaranya sendiri sedangkan atas konsumsi yang 
dilakukan pada wilayah negara lain merupakan hak negara bersangkutan untuk memajaki. Destination 
principle ini tercermin dengan Undang-Undang PPN negara Indonesia yang mengatur mengenai definisi 
daerah pabean yaitu dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang PPN 1984. 

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang PPN 1984, “Daerah Pabean adalah wilayah Republik 
Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat 
tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang yang 
mengatur mengenai kepabeanan”. Dengan definisi tersebut maka PPN tidak berlaku di semua wilayah 
negara Indonesia. Hal tersebut karena ada wilayah-wilayah negara Indonesia yang digunakan oleh negara 
lain sebagai tempat kedutaan besar yang mana di tempat tersebut berlaku undang-undang negara 
bersangkutan. PPN dikenakan atas konsumsi barang maupun jasa. Barang yang dimaksud merupakan 
barang berwujud maupun barang tidak berwujud termasuk barang digital. Sementara itu, jasa meliputi 
seluruh jenis jasa termasuk di dalamnya jasa digital. 

Barang berwujud tentunya merupakan barang yang memiliki wujud atau zat, dapat dilihat oleh 
mata, dapat disentuh atau diraba oleh tangan dan dapat mengalami kerusakan atau dapat hancur. 
Kemudian barang tidak berwujud atau aset tidak berwujud menurut PSAK 19 merupakan aset yang dapat 
diidentifikasi tanpa wujud fisik. Aset tidak berwujud dapat berupa hak-hak yang dilindungi oleh undang-
undang seperti hak paten, hak cipta, hak merek, resep rahasia dan lainnya. Aset tidak berwujud juga dapat 
berupa software komputer atau film yang dapat diakses atas persetujuan pihak pembuatnya. Aset tidak 
berwujud merupakan aset yang tidak memiliki sifat aset berwujud namun memiliki nilai ekonomis yang 
dapat memberikan manfaat bagi pemiliknya. Saat ini jenis aset tidak berwujud tidak dapat disebutkan 
satu persatu karena jumlahnya yang kian bertambah seiring kemajuan zaman. 

Seperti aset lainnya, aset tidak berwujud memberikan manfaat ekonomis namun tidak semua orang 
bisa mempergunakannya secara bebas. Oleh karena itu, aset tidak berwujud juga dapat dijual oleh 
pemiliknya kepada pihak lain. Transaksi ekonomi yang terjadi dapat dilakukan dengan banyak cara bisa 
dengan membayar royalti atas pemanfaatan aset tidak berwujud atau bisa dengan membeli aset tersebut. 
Transaksi tersebut dalam bidang perpajakan dikenal dengan nama pemanfaatan barang kena pajak tidak 
berwujud. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud ini dapat terjadi dari pemilik yang berasal dari 
dalam negeri atau juga dapat berasal dari luar negeri. 

Sebagai negara berkembang, Indonesia hanya menghasilkan sedikit barang tidak berwujud. Hal 
tersebut terkait tingkat pendidikan warga negaranya dan riset penelitian yang membutuhkan banyak 
modal. Namun di sisi lain industri di negara berkembang biasanya mengalami perkembangan yang pesat. 
Untuk dapat melakukan produksi, mereka akan melakukan pemanfaatan BKPTB berupa hak paten atau 
hak-hak lainnya dari luar negeri. Selain itu, industri di negara berkembang biasanya lebih fokus pada 
produk yang berupa kebutuhan pokok. Berbeda dengan negara maju yang biasanya sudah memproduksi 
barang-barang tersier seperti film atau jasa. Akibatnya, pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP yang berasal 
dari luar daerah pabean di negara berkembang termasuk Indonesia nilainya cukup besar. 

Saat ini ketika maraknya perkembangan teknologi, semua hal ikut berubah termasuk cara 
perdagangan. Menurut NR1, narasumber yang penulis wawancara, semua hal saat ini sudah berevolusi 
termasuk cara orang bertransaksi. NR1 menjelaskan evolusi tersebut dengan detail. Dahulu ketika belum 
mengenal mata uang, manusia bertransaksi ekonomi untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dengan cara 
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barter. Seiring berkembangnya peradaban dan pengetahuan, manusia bertransaksi dengan menggunakan 
uang. Cara manusia bertransaksi terus mengalami perubahan secara berkelanjutan atau berevolusi. 
Puncaknya, saat ini kegiatan perdagangan dapat dilakukan tanpa mengenal batas apapun. 

Beberapa dekade yang lalu produser film menyimpan film dalam bentuk pita. Pita-pita tersebut 
kemudian dijual dan didistribusikan ke bioskop-bioskop tempat orang-orang menonton film. Berbeda 
halnya dengan saat ini, para produser dapat mengirimkan file film dalam bentuk transmisi elektronik 
secara langsung melalui internet ke bioskop-bioskop. Para produser juga dapat menjual secara langsung 
film-filmnya kepada konsumen melalui website atau situs di internet. Adapun cara pembayarannya dapat 
dilakukan dengan banyak cara. 

Perkembangan cara manusia bertransaksi atau berdagang tersebut menurut NR1 diikuti juga oleh 
otoritas pajak suatu negara mengenai mekanisme pembayaran kewajiban pajak yang terkait dalam 
sebuah transaksi. Contohnya saja pengenaan PPN atas film. Saat ini pita film mungkin sudah jarang 
ditemukan karena distribusi film dapat melalui internet sehingga PPN atas pita film menjadi berkurang. 
Perlu diketahui bahwa pengenaan PPN atas film berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
102/PMK.011/2011 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas Pemanfaatan Barang Kena 
Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Berupa Film Cerita Impor dan 
Penyerahan Film Cerita Impor,  menggunakan nilai lain yaitu dikenakan sebesar Rp12 juta tiap kopi film. 
Oleh karena itu, terbit aturan PPN PMSE yang salah satunya untuk mengenakan PPN atas penjualan film 
melalui sistem elektronik. 

Menurut NR4, pemeriksa pajak madya yang penulis wawancara, PPN PMSE sebenarnya dapat 
berarti dua hal. Pertama, PPN yang dikenakan atas penjualan barang-barang elektronik. Kedua adalah 
pengenaan PPN atas penyerahan barang yang memang barang yang diperdagangkannya bukan barang 
elektronik tetapi diperdagangkan melalui sistem elektronik. Pada saat ini, yang dimaksud PPN PMSE 
sendiri adalah PPN atas perdagangan melalui sistem elektronik khususnya atas pemanfaatan BKPTB 
dan/atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Definisi PMSE sendiri sebenarnya 
disebutkan dalam Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan 
Melalui Sistem Elektronik. Pasal tersebut menyebutkan bahwa PMSE adalah “perdagangan yang 
transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik”. 

PPN PMSE menurut NR3, widyaiswara di Pusdiklat Pajak yang penulis wawancara, memiliki objek 
pajak dan subjek pajak yang tidak berbeda dengan PPN pada umumnya. Menurutnya, mekanisme PPN 
PMSE ini sebenarnya adalah mekanisme baru yang merupakan penegasan atas ketentuan sebelumnya, 
yang mungkin belum memiliki mekanisme pemungutan yang jelas. Hal ini terkait dengan fakta yang lain. 
Menurut NR4, sebelum aturan PPN PMSE terbit, tidak pernah ia temukan pembayaran PPN atas 
pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP dari luar daerah pabean oleh non-PKP. 

 
Kewajiban Konsumen Sebelum Aturan PPN PMSE Terbit 
Dalam melaksanakan amanat rakyat untuk menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah mengikuti 
asas-asas atau syarat-syarat tertentu. Begitupun dalam melakukan pemungutan pajak, terdapat syarat-
syarat yang perlu diperhatikan. Supaya  pemungutan pajak berjalan lancar, Tunas (2013) mensyaratkan 
beberapa hal antara lain administrasi pajak yang sederhana dan biaya administrasinya yang efisien. 

Dalam sebuah negara, menurut NR1, tugas lembaga pemerintah terbagi menjadi tiga yaitu 
eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Eksekutif mengemban tugas untuk melaksanakan pemerintahan untuk 
mewujudkan masyarakat yang makmur. Yudikatif mengemban tugas di bidang kehakiman untuk 
menjamin keadilan bagi rakyat. Kemudian Legislatif mengemban tugas untuk membuat peraturan dan 
mewakili kedaulatan rakyat. 
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Rakyat sebuah negara sepakat untuk bergotong-royong membayar iuran wajib yang dinamakan 
pajak agar eksekutif dapat melaksanakan tugasnya. Eksekutif ada karena rakyat tidak dapat memenuhi 
semua kebutuhannya secara mandiri, seperti kebutuhan akan pertahanan dan keamanan. Hal tersebut 
karena rakyat sibuk dengan urusannya sendiri bertransaksi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. 

Sangat tidak sesuai apabila pemungutan pajak oleh pemerintah dilakukan dengan cara yang 
kompleks. Cara pemungutan pajak yang kompleks akan membuat masyarakat justru enggan untuk 
membayar pajak atau minimal kesusahan untuk melaksanakan kewajibannya. Masyarakat yang ingin 
membayar pajak pun akan mengurungkan niatnya karena membayar pajak membutuhkan waktu, di sisi 
lain masyarakat memiliki keperluan yang lain. Akibatnya akan berdampak pada jumlah pajak yang dapat 
dipungut. 

Selain itu, sebagai wujud pemerintahan yang baik, pelayanan yang prima merupakan keharusan. 
Pelayanan prima tercermin dari pemenuhan tugas yang memperhatikan kepentingan stakeholder atau 
pihak yang dilayani. Paham akan sibuknya masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ekonomi untuk 
memenuhi kebutuhan hidup seharusnya membuat pemerintah menyediakan layanan yang sederhana 
yang mempermudah masyarakat untuk memenuhi kewajibannya. 

Jika dibandingkan dengan kenyataan yang terjadi maka syarat pemungutan pajak tersebut belum 
terpenuhi dengan baik. Menurut NR5, pegawai Kantor Pusat DJP yang penulis wawancara, sebelum aturan 
mengenai PPN PMSE yaitu Perpu Nomor 1 Tahun 2020 terbit, atas pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP dari 
luar daerah pabean sudah terutang PPN. PPN yang terutang harus dihitung dipungut, disetorkan dan 
dilaporkan sendiri oleh pihak yang melakukan pemanfaatan. 

Setiap orang yang melakukan pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP dari luar daerah pabean harus 
melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Tata cara penghitungan, pemungutan, 
penyetoran dan pelaporan atas pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP dari luar daerah pabean diatur dalam 
PMK 40 Tahun 2010. Menurut NR2, dosen tetap di PKN STAN yang penulis wawancara, penyetoran sendiri 
yang dilakukan menggunakan SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak. 

Susahnya cara penyetoran menyebabkan banyak pihak tidak melaksanakan kewajiban 
perpajakannya. Menurut NR4, sangat jarang ditemukan pemanfaat BKPTB dan/atau JKP dari luar daerah 
pabean yang berstatus non-PKP yang melaksanakan kewajiban PPN-nya untuk menghitung memungut 
menyetor dan melaporkan PPN atas pemanfaatan yang dia lakukan. Hal tersebut karena pemanfaat 
tersebut selain karena tidak memiliki kepentingan juga kesusahan untuk melaksanakan kewajibannya. 

Hal yang sama disampaikan oleh NR3 yang mengatakan bahwa memang kewajiban PPN atas 
pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean sebelum aturan PPN 
PMSE terbit sudah ada. Namun mekanismenya yang tidak memungkinkan menyebabkan banyak pihak 
tidak melaksanakan. Hal tersebut terjadi pada konsumen yang penulis wawancara yaitu NR6 yang sudah 
berlangganan Netflix selama dua tahun terakhir. NR6 memahami bahwa sebelum aturan PPN PMSE terbit 
dia memiliki kewajiban untuk melakukan penyetoran sendiri PPN atas pemanfaatan yang dilakukan. 
Namun demikian dia tidak pernah melaksanakan kewajibannya meskipun ia adalah seorang pegawai 
pajak. Kesederhanaan merupakan poin yang belum terpenuhi pada mekanisme reverse charge atau 
penyetoran sendiri sehingga menjadi kekurangan dari mekanisme ini. 

Selain sederhana, pemungutan pajak juga harus berbiaya efisien. Salah satu fungsi pajak menurut 
Daud dkk. (2018) adalah fungsi budgeter. Pajak berfungsi untuk memasukkan dana sebanyak-banyaknya 
ke kas negara. Agar uang pajak yang dikumpulkan tidak banyak berkurang, biaya pemungutan pajak 
haruslah sesedikit mungkin agar dapat digunakan untuk keperluan yang lebih penting. 

Pada mekanisme reverse charge, pemanfaat BKPTB dan/atau JKP dari luar daerah pabean akan 
menyetorkan sendiri PPN yang terutang ke kas negara.  Menurut NR5, atas setiap SSP yang dibuat maka 
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akan dibayar sebesar Rp5.000,00 ke bank sebagai pembayaran atas sarana pembayaran pajak. Jika saja 
pajak yang terutang Rp10.000,00, negara masih mendapatkan uang dari penyetoran pajak tersebut 
sebesar Rp5.000,00. Namun apabila pajak yang dibayarkan sejumlah Rp5.000,00 maka uangnya akan 
habis oleh biaya SSP, sehingga negara tidak akan mendapatkan apa-apa. Terlebih apabila jumlah pajak 
yang terutang di bawah Rp5.000,00 maka negara hanya akan menderita kerugian. Di sisi lain bagi 
masyarakat sangat tidak setimpal meluangkan waktu hanya untuk membayarkan pajak sebesar 
Rp10.000,00. Jika itu kewajiban yang memiliki nilai yang cukup besar masyarakat akan memperhatikan, 
tetapi jika nilainya kecil masyarakat akan cenderung acuh. Oleh karena itu, biaya administrasi juga menjadi 
kekurangan mekanisme reverse charge.  

Asas lain dalam pemungutan pajak khususnya PPN adalah asas netralitas PPN. Netralitas PPN 
berarti adanya PPN tidak merugikan salah satu pihak dalam perekonomian dan berlaku hal yang sama 
pada semua pihak. Dengan mekanisme penyetoran sendiri atas pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP dari 
luar daerah pabean menyebabkan banyak pemanfaat BKPTB yang merupakan non-PKP tidak 
melaksanakan kewajiban perpajakannya. Di sisi lain, atas pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP yang berasal 
dari dalam daerah pabean atau berasal dari dalam negeri akan dilakukan pemungutan PPN pemanfaatan 
BKPTB dan/atau JKP oleh pemilik BKPTB dan/atau penjual JKP sepanjang pemilik BKPTB dan/atau penjual 
JKP merupakan PKP. 

Pada kondisi tersebut, telah terjadi perlakuan tidak sama antara pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP 
yang berasal dari luar daerah pabean dengan pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP yang berasal dari dalam 
daerah pabean. Apabila barang atau jasanya sama, masyarakat selaku konsumen tentunya akan lebih 
memilih melakukan pemanfaatan dari luar daerah pabean karena tidak akan ada PPN. Hal tersebut 
mengingat PPN atas pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP dari luar daerah pabean jarang dipenuhi 
kewajibannya oleh non-PKP. Kondisi konsumen yang lebih memilih pemanfaatan dari luar daerah pabean 
tentunya merugikan pengusaha dalam negeri karena mereka tidak dapat bersaing dengan pihak di luar 
negeri meskipun harga transaksi sama. 

Kondisi di atas hanya berlaku untuk non-PKP. Hal tersebut, menurut NR3, karena PKP memiliki 
kepentingan untuk mengkreditkan pajak yang terutang sehingga PKP kemungkinan besar melaksanakan 
kewajibannya. Secara tidak langsung PKP sebenarnya hanya membayarkan terlebih dahulu PPN 
pemanfaatan, sedangkan penanggung sebenarnya dari PPN tersebut adalah konsumen dari PKP tersebut. 
Oleh karena itu, biasanya PKP akan melaksanakan kewajiban penyetoran sendiri atas pemanfaatan yang 
dilakukan. Mekanisme reverse charge atas pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP dari luar daerah pabean 
belum dapat memenuhi asas netralitas PPN. Hal tersebut juga menjadi kekurangan dari mekanisme 
reverse charge atau penyetoran sendiri. 

 
Kewajiban Konsumen Setelah Aturan PPN PMSE Terbit 
Perpu Nomor 1 Tahun 2020 diterbitkan tanggal 31 Maret 2020. Perpu tersebut memuat banyak aturan 
salah satunya adalah aturan mengenai PPN atas pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP dari luar daerah 
pabean melalui perdagangan melalui sistem elektronik atau PPN PMSE. Aturan tersebut kemudian 
ditindaklanjuti dengan diterbitkannya PMK 48 Tahun 2020. 

Menurut salah satu narasumber yang penulis wawancara yaitu NR1, setelah membaca Perpu 
terkait, latar belakang terbitnya aturan mengenai PPN PMSE adalah untuk meningkatkan penerimaan 
negara di tengah kondisi pandemi yang terjadi. Menurut beliau, pada tahun 2020 pemerintah 
menetapkan belanja sebesar Rp2.700 triliun. Di sisi lain, pemerintah hanya menetapkan pendapatan 
negara sebesar Rp1.700 triliun. Defisit sebesar Rp1.000 triliun tersebut perlu dicari sumber dana nya. 
Pemerintah mungkin menerbitkan sejumlah surat berharga negara, tetapi selain itu menerbitkan aturan 
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mengenai PPN PMSE juga merupakan salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk menambal defisit 
tersebut. 

Hal senada juga disampaikan NR3. Menurut beliau, jika melihat aturannya, latar belakang terbitnya 
PPN PMSE adalah terkait dengan stabilitas ekonomi nasional akibat Covid-19. Terbitnya aturan mengenai 
PPN PMSE bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara. Namun, lanjut beliau, jika dilihat secara 
keseluruhan maka tujuan utama dari terbitnya aturan PPN PMSE adalah fairness atau keadilan. Masalah 
fairness atau keadilan pajak juga turut disampaikan NR5 sebagai latar belakang terbitnya aturan PPN 
PMSE. Menurut NR5, terbitnya aturan mengenai PPN PMSE adalah untuk menjamin kesetaraan perlakuan 
antara pelaku usaha yang berasal dari luar negeri dengan pelaku usaha yang berasal dari dalam negeri 
yang melakukan transaksi konvensional maupun digital. Mekanisme yang ada sebelumnya perlu 
disempurnakan dengan terbitnya PPN PMSE. Setelah PMK terkait penunjukan pemungut PPN PMSE 
berlaku maka kewajiban PPN konsumen atas pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP dari luar daerah pabean 
mengalami sedikit perubahan. Konsumen sebagai pihak yang memanfaatkan BKPTB dan/atau JKP dari luar 
daerah pabean tidak selalu harus melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri. 

Berdasarkan PMK 48 Tahun 2020, pemerintah dapat menunjuk pelaku usaha PMSE sebagai 
pemungut PPN PMSE. Pelaku usaha PMSE yang ditunjuk adalah pedagang luar negeri, penyedia jasa luar 
negeri dan penyelenggara PMSE. Apabila transaksi terjadi secara langsung antara pedagang luar negeri 
atau penyedia jasa luar negeri dengan konsumen di Indonesia maka pemungut atas transaksi tersebut 
adalah pedagang luar negeri atau penyedia jasa luar negeri. Kemudian apabila perdagangan melalui 
sistem elektronik yang dilakukan pembeli dan pedagang luar negeri atau antara penerima jasa dan 
penyedia jasa luar negeri terjadi melalui PPMSE sebagai perantara, maka pemungut atas transaksi 
tersebut adalah pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, PPMSE dalam negeri atau PPMSE luar 
negeri. Konsumen hanya perlu membayar PPN bersamaan dengan pembayaran barang dan/atau jasa 
kepada penjual atau penyedia jasa. Ketentuan tersebut berlaku apabila penjual barang dan/atau penyedia 
jasa telah ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE. Kemudian apabila transaksi pemanfaatan BKPTB 
dan/atau JKP dari luar daerah pabean diperoleh dari penjual barang dan penyedia jasa atau melalui PPMSE 
yang belum ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE, ketentuan sebelumnya yang berlaku yaitu PMK 40 
Tahun 2010. Konsumen harus menghitung dan memungut PPN yang terutang kemudian menyetorkannya 
menggunakan SSP dan melaporkan sendiri PPN terutang atas pemanfaatan yang dilakukan. 

Pemenuhan kewajiban PPN dengan mekanisme pemungutan ini dinilai banyak pihak lebih baik 
dibandingkan dengan mekanisme penyetoran sendiri. Menurut NR2, sebenarnya mekanisme 
pemungutan ini menguntungkan konsumen. Konsumen tidak harus bersusah payah melakukan 
penghitungan pemungutan penyetoran dan pelaporan sendiri kewajiban PPN-nya. Mekanisme 
pemungutan yang sederhana dari sudut pandang konsumen merupakan salah satu kelebihan dari 
mekanisme ini. Selain itu mekanisme ini juga memiliki kelebihan yang lain yaitu terkait biaya administrasi. 
Menurut NR5, mekanisme pemungutan ini lebih efisien. DJP akan mengeluarkan beban administrasi yang 
lebih kecil terkait dengan SSP. Dengan beban administrasi yang lebih ringan maka penerimaan negara 
yang dikumpulkan menjadi lebih optimal. Hal yang sama juga akan dirasakan konsumen. Compliance cost 
wajib pajak lebih ringan karena tidak harus menyetorkan dan melaporkan sendiri PPN terutang. 

Mekanisme pemungutan ini juga menurut NR2 tetap menjaga asas netralitas pajak (level of playing 
field). Asas netralitas terjadi apabila konsumsi BKP dan/atau JKP di Indonesia akan dipungut PPN oleh 
pemerintah Indonesia (Destination Principle) baik BKP/JKP berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri. 
Pada mekanisme pemungutan atas PPN PMSE hal ini cukup terpenuhi. Atas pemanfaatan BKPTB dan/atau 
JKP yang berasal dari Indonesia PPN dipungut oleh PKP, sedangkan atas pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP 
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yang berasal dari luar Indonesia dan akan dikonsumsi di Indonesia, PPN dipungut oleh Pemungut PPN 
PMSE yang termasuk di dalamnya pedagang luar negeri. 

Di sisi lain NR3 juga mengungkapkan kekurangan mekanisme pemenuhan kewajiban PPN PMSE 
dengan cara pemungutan. Posisi pemungut PPN PMSE yang berada di luar wilayah Indonesia akan 
menyulitkan penyelesaian masalah jika timbul suatu sengketa. Bahkan, lanjut NR3, karena ini berdasarkan 
undang-undang, aturan sebuah negara yang dibuat secara sepihak tanpa keterlibatan pihak luar negeri, 
jika timbul sengketa dari PPN PMSE tidak akan bisa diselesaikan melalui arbitrase. Tidak seperti sengketa 
yang melibatkan P3B, yang merupakan perjanjian dua negara, yang dapat diselesaikan melalui arbitrase. 
NR3 juga mengungkapkan bahwa sistem pemungutan PPN atas perdagangan melalui sistem elektronik 
yang saat ini berlaku merupakan sistem paling ideal untuk kondisi saat ini. Memang terdapat kondisi yang 
lebih ideal yaitu ketika masyarakat sadar akan kewajibannya dan melaksanakan sendiri kewajibannya 
secara self-assessment sepenuhnya. Namun, hal tersebut tidak dapat terjadi saat ini. 

 
Perbedaan Kewajiban Konsumen Sebelum dan Sesudah Aturan PPN PMSE Terbit 
Kewajiban PPN konsumen atas pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP dari luar daerah pabean sebelum dan 
sesudah aturan PPN PMSE terbit memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut terjadi ketika pemanfaatan 
BKPTB dan/atau JKP dari luar daerah pabean berasal dari penjual BKPTB atau penyedia jasa atau melalui 
penyelenggara PMSE yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE. Sebelum aturan PPN PMSE terbit, atas 
pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP dari luar daerah pabean merujuk pada PMK 40 Tahun 2010. Konsumen 
berkewajiban melaksanakan kewajiban PPN-nya secara self-assessment. Konsumen harus melakukan 
penghitungan dan pemungutan sendiri PPN yang terutang yaitu 10% dari DPP. Kemudian PPN yang 
terutang harus disetorkan sendiri menggunakan SSP. Setelah itu, konsumen juga harus melaporkan 
pemanfaatan yang dilakukan ke KPP tempat konsumen terdaftar sebagai wajib pajak. 

Kewajiban konsumen sebelum aturan PPN PMSE terbit sangat bergantung pada kesadaran 
konsumen. Jika konsumen sadar akan kewajibannya dan rela bersusah payah untuk melaksanakan 
kewajibannya maka negara akan mendapatkan setoran pajak, sedangkan jika konsumen tidak memahami 
kewajiban pajaknya atau konsumen enggan untuk memenuhi kewajiban pajaknya maka negara tidak akan 
mendapatkan setoran pajak atas transaksi pemanfaatan yang terjadi. Pajak merupakan beban yang sebisa 
mungkin tiap orang berusaha untuk menjauhinya. Oleh sebab itu, maka tidak banyak non-PKP pelaku 
pemanfaat BKPTB dan/atau JKP dari luar daerah pabean yang memenuhi kewajiban PPN nya. Hal tersebut 
seperti yang disampaikan NR4 bahwa beliau tidak pernah menemukan pemanfaat BKPTB dan/atau JKP 
dari luar daerah pabean yang berstatus sebagai non-PKP melaksanakan kewajiban perpajakannya. 

Berbeda halnya dengan kondisi saat ini. Setelah aturan PPN PMSE terbit maka terdapat penjual 
BKPTB dan penyedia jasa serta PPMSE yang ditunjuk sebagai pemungut oleh pemerintah. Ketika transaksi 
pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP dari luar daerah pabean yang melalui perdagangan melalui sistem 
elektronik yang berasal dari penjual BKPTB dan penyedia jasa serta PPMSE yang telah ditunjuk sebagai 
pemungut PPN PMSE, atas transaksi tersebut akan dipungut PPN oleh pemungut PPN PMSE. 

Konsumen hanya berkewajiban membayar PPN terutang kepada pemungut PPN PMSE. Konsumen 
tidak perlu menyetorkan dan melaporkan PPN terutang. Penyetoran dan pelaporan PPN terutang akan 
dilakukan oleh Pemungut PPN PMSE. Selain itu, karena PPN wajib dibayarkan bersamaan dengan 
transaksi, mau tidak mau konsumen harus membayar PPN apabila ingin melakukan pemanfaatan BKPTB 
dan atau JKP. Dengan sifatnya yang seperti itu maka pemenuhan kewajiban PPN dengan mekanisme 
pemungutan tidak bergantung pada kesadaran dan kesukarelaan dari konsumen. Ini sebenarnya yang 
disebut dengan seamless tax. Pajak secara tidak sadar dibayar oleh konsumen karena dalam setiap 
penyerahan wajib dilakukan pemungutan PPN. Dengan sistem ini maka pemungutan pajak akan lebih 
efektif. Mekanisme tersebut berlaku hanya jika penjual BKPTB dan penyedia jasa serta PPMSE telah 
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ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE. Menurut NR5, jika belum ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE 
maka kewajiban PPN konsumen sama seperti sebelum aturan PPN PMSE terbit yaitu melakukan 
penyetoran sendiri sesuai dengan PMK 40 Tahun 2010. 

Jadi perbedaan terjadi hanya jika penjual BKPTB dan penyedia jasa serta PPMSE telah ditunjuk oleh 
DJP sebagai pemungut PPN PMSE. Sebelumnya konsumen harus melakukan penyetoran sendiri 
sedangkan saat ini yang melakukan kewajiban administrasi PPN adalah pemungut PPN PMSE. Namun, jika 
penjual BKPTB dan penyedia jasa serta PPMSE belum ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE oleh DJP, 
kewajiban konsumen sama dengan sebelum aturan PPN PMSE terbit yaitu harus melakukan penyetoran 
sendiri. 

 
Pajak Baru yang Timbul dari Terbitnya Perpu Nomor 1 Tahun 2020 
Pajak merupakan pungutan yang didasarkan pada undang-undang sesuai dengan amanat Undang-Undang 
Dasar. Artinya, sebelum dilaksanakan maka harus diatur terlebih dahulu dalam peraturan. Di Indonesia 
sendiri jumlah pajak cukup banyak seperti yang terlihat pada tabel 1. Pajak ada yang diadministrasikan 
oleh pemerintah pusat dan ada juga yang diadministrasikan oleh pemerintah daerah. Pajak yang 
diadministrasikan oleh pemerintah pusat adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), 
Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, 
Pertambangan, dan Sektor Lainnya serta Bea Meterai.  

Perpu Nomor 1 Tahun 2020 mengatur mengenai PPN PMSE. Sebetulnya aturan mengenai PMSE ini 
bukan yang pertama. Sebelumnya terdapat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 
tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Namun aturan 
tersebut dicabut sebelum diberlakukan dengan alasan perlu disosialisasikan terlebih dahulu, seperti yang 
disampaikan NR5 ketika penulis wawancara. Masyarakat tidak sedikit yang menganggap bahwa terbitnya 
PMK tersebut menciptakan jenis pajak baru. 

Hal yang sama juga terjadi pada PMK 48 Tahun 2020. Banyak dari masyarakat yang menganggap 
bahwa terdapat pengenaan pajak baru yaitu PPN PMSE. Tetapi hal tersebut tampaknya tidak tepat. 
Menurut NR3, tidak ada jenis pajak baru. Tidak ada juga perbedaan perlakuan perpajakan antara transaksi 
perdagangan konvensional dengan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik. Yang ada adalah 
perbedaan mekanisme pemajakan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik dibandingkan 
mekanisme perdagangan konvensional. PPN atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik bukan 
jenis pajak baru karena dari dulu pun sudah ada. Menurut NR5 berdasarkan aturan sebelumnya pun 
kewajiban PPN atas perdagangan melalui sistem elektronik sudah ada yaitu setiap orang yang melakukan 
pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP dari luar daerah pabean harus menghitung, memungut, menyetorkan 
dan melaporkan sendiri PPN terutang. Pada saat ini mekanismenya saja yang berbeda. PPN atas 
pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP dari luar daerah pabean tidak lagi dilakukan pemenuhan kewajiban 
perpajakan secara mandiri melainkan dilakukan pemungutan oleh pemungut PPN PMSE. 

Hal yang sama juga disampaikan oleh NR4. Menurut beliau, PPN PMSE ini hanya menggantikan PPN 
jasa luar negeri. Oleh karena itu, PPN PMSE bukan merupakan jenis pajak baru melainkan mekanisme 
baru dalam pengenaan PPN. NR1 berpendapat bahwa banyak masyarakat yang menganggap PPN PMSE 
sebagai pajak baru karena kurangnya pemahaman masyarakat akan pajak. Tidak banyak masyarakat yang 
paham secara jelas mengenai PPN. Wawasan seseorang akan suatu bidang di luar kemampuannya sangat 
minim. NR1 mencontohkan bahwa seorang pegawai pajak memang akan paham akan ketentuan 
perpajakan, tetapi di bidang lain belum tentu pengetahuannya cukup. Hal yang sama terjadi pada 
masyarakat umum. Sebagai orang yang tidak bergelut di bidang pajak maka pengetahuan mereka 
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mengenai pajak rata-rata masih minim. Hal tersebut yang menurut NR1 menyebabkan ada anggapan 
bahwa terdapat pajak baru. 

Selain itu, menurut NR pemilihan kata yang tidak tepat pada undang-undang juga turut 
menyebabkan adanya anggapan terdapat pajak baru. Kata “diberlakukan” yang terdapat pada aturan 
tersebut terkadang membuat masyarakat salah persepsi. Masyarakat menganggap bahwa sebelumnya 
tidak berlaku. Padahal peraturan mengenai PPN PMSE itu sebenarnya hanya bersifat penegasan karena 
sebelum aturan tersebut terbit pun kewajiban PPN atas pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP dari luar daerah 
pabean memang sudah ada. Jadi anggapan masyarakat bahwa PPN PMSE merupakan jenis pajak baru 
tidak tepat. Anggapan terjadi karena kurangnya wawasan masyarakat akan pajak. Jika masyarakat 
mengenal pajak dengan baik maka hal tersebut tidak akan terjadi. 

NR3 berpendapat bahwa pada Perpu 1 Tahun 2020 memang mengatur mengenai jenis pajak baru 
tetapi bukan PPN. Pajak baru yang dimaksud adalah pajak atas transaksi elektronik. Atas transaksi lintas 
batas yang terjadi meskipun secara hukum dapat dikenakan pajak penghasilan tetapi karena pada pajak 
penghasilan terdapat P3B menyebabkan suatu negara tidak dapat mengenakan pajak penghasilan. 
Padahal kehadiran fisik atau signifikan economic present telah ada. Oleh karena itu, maka diaturlah jenis 
pajak baru yaitu pajak atas transaksi elektronik. 

 
KESIMPULAN 
PPN PMSE adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan atas transaksi pemanfaatan Barang Kena 
Pajak Tidak Berwujud (BKPTB) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar daerah pabean melalui 
perdagangan melalui sistem elektronik. Perbedaan kewajiban konsumen sebelum dan setelah aturan PPN 
PMSE terbit adalah hanya ketika pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP dari luar daerah pabean melibatkan 
pemungut PPN PMSE. Sebelum aturan PPN PMSE terbit kewajiban konsumen adalah melakukan 
penyetoran sendiri PPN terutang, sedangkan setelah aturan PPN PMSE terbit PPN yang terutang dipungut 
oleh pemungut PPN PMSE. Kewajiban konsumen hanya membayar PPN-nya saja ketika melakukan 
pembelian. Jika tidak melibatkan pemungut PPN PMSE, kewajiban PPN konsumen sebelum dan setelah 
aturan PPN PMSE terbit sama saja yaitu melakukan penyetoran sendiri. 

PPN PMSE bukan merupakan jenis pajak baru. PPN PMSE adalah mekanisme pengenaan baru PPN 
atas transaksi pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP dari luar daerah pabean. Sebelum aturan PPN PMSE 
terbit pun kewajiban PPN atas pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP dari luar daerah pabean sudah ada. 
Anggapan bahwa PPN PMSE merupakan jenis pajak baru disebabkan karena kurangnya sosialisasi yang 
dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini DJP. 
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